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ABSTRAK 
 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERKENAL 
ASING DALAM SENGKETA MEREK DENZA 

(Studi Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst) 
 
 

Oleh  
 
 

Mumtaz Rif’at Alrusydi 
 
 

Sengketa merek DENZA antara BYD Company Limited melawan PT Worcas 
Nusantara Abadi menjadi sorotan penting dalam penerapan prinsip First to File di 
Indonesia. Meskipun BYD mengklaim DENZA sebagai merek terkenal global, 
pendaftarannya di Indonesia terhambat oleh pendaftaran pihak lokal. Penelitian ini 
mengkaji terkait perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal asing 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 
Geografis, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1/Pdt.Sus-
HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari 
putusan tersebut. 
 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe 
penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan 
yuridis normatif melalui studi pustaka. Data yang digunakan terdiri dari data 
sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-
undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum 
tersier. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data dan klasifikasi data 
yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan. 
 
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum 
terhadap merek terkenal asing yang belum terdaftar di Indonesia bersifat represif 
melalui gugatan pembatalan berdasarkan Pasal 76 dan 77 Undang-Undang No. 20 
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun efektivitasnya sangat 
bergantung pada ketepatan prosedur litigasi. Akibat hukum dari Putusan Nomor 
1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah gugatan BYD dinyatakan 
tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena terjadi cacat formil error 
in persona akibat pengalihan hak merek oleh Tergugat. Hal ini mengakibatkan hak 
eksklusif pendaftar lokal tetap tegak dan perlindungan 10 tahun tetap berlaku. 
 
Kata Kunci: DENZA, First to File, Merek Terkenal, Perlindungan Hukum.
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ABSTRACT 
 

LEGAL PROTECTION FOR FOREIGN WELL-KNOWN TRADEMARK 
OWNERS IN THE DENZA TRADEMARK DISPUTE 

(Study of Decision Number 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst) 
 
 

By 
 

MUMTAZ RIF’AT ALRUSYDI 
 
 

The DENZA trademark dispute between the Chinese automotive giant, BYD 
Company Limited, against PT Worcas Nusantara Abadi (PT WNA) serves as a 
significant highlight in the application of the First to File principle in Indonesia. 
Although BYD claims DENZA as a globally well-known mark registered in over 100 
countries since 2012, its registration in Indonesia was hindered by a prior 
registration by a local entity. This research examines the legal protection for foreign 
well-known trademark owners under Law Number 20 of 2016 concerning 
Trademarks and Geographical Indications, the implementation of such protection 
in the Commercial Court Decision Number 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/ 
PN.Niaga.Jkt.Pst, and the subsequent legal consequences arising from the decision. 
 
This research employs a normative legal research method with a descriptive 
typology. The problem is addressed through a normative juridical approach using 
literature studies. The data consists of secondary data, including primary legal 
materials such as statutory regulations and court decisions, as well as secondary 
and tertiary legal materials. Data processing was conducted through data selection 
and classification, which were then analyzed qualitatively to draw conclusions. 
 
The research results and discussion indicate that legal protection for unregistered 
foreign well-known trademarks in Indonesia is repressive through cancellation 
lawsuits based on Articles 76 and 77 of Law Number 20 of 2016 concerning 
Trademarks and Geographical Indications; however, its effectiveness depends 
heavily on the accuracy of litigation procedures. The legal consequence of Decision 
Number 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst is that BYD’s lawsuit was 
declared inadmissible (Niet Ontvankelijke Verklaard) due to a formal defect of error 
in persona resulting from the transfer of trademark rights by the Defendant. 
Consequently, the local registrant's exclusive rights remain upheld, and the 10-year 
protection period continues to apply. 
 
Keywords: DENZA, First to File, Legal Protection, Well-Known Marks.
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MOTTO  

 

 

نَومَُلعَْت مُْتنَْأوَ َّقحَلْا اومُُتكَْتوَ لِطِاَبلْاِب َّقحَلْا اوسُِبلَْت لاَوَ  

“And do not mix the truth with falsehood or conceal the truth while you know” 

(QS. Al-Baqarah: 42) 

 

 

“If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants.” 

(Isaac Newton) 

 

 

“I don't get lucky, I make my own luck.” 

(Harvey Specter) 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan pesat dalam bidang teknologi informasi dan transportasi telah 

mempercepat proses globalisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Saat ini, barang 

atau jasa yang diproduksi di suatu negara dapat dengan mudah dan cepat dihadirkan 

di negara lain. Dengan demikian, setiap produk atau layanan yang dalam proses 

pembuatannya memanfaatkan HKI, secara otomatis juga membawa perlindungan 

HKI ke pasar internasional ketika barang atau jasa tersebut dipasarkan. Seiring 

dengan meningkatnya perdagangan global, kebutuhan untuk melindungi HKI pun 

tumbuh sejalan dengan perlunya perlindungan terhadap barang atau jasa sebagai 

komoditas dagang.1 Sebagaimana diakui dalam Pasal 1 angka (5) UU Nomor 20 

Tahun 2016 bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara 

kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu. 

Dampak dari sifat absolut Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah bahwa setiap 

pemilik hak, baik itu pencipta, penemu, perancang, maupun pemegang hak, 

memperoleh hak eksklusif untuk mengendalikan dan memanfaatkan HKI tersebut 

dalam jangka waktu tertentu.2 Pihak lain tidak diperkenankan menggunakan hak 

tersebut tanpa persetujuan resmi dari pemilik hak, kecuali dalam kondisi-kondisi 

khusus yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, seperti pemberian 

lisensi wajib berdasarkan putusan pengadilan, dengan tetap memperhatikan 

kepentingan ekonomi pemilik hak tersebut. Hal ini dipertegas dalam Pasal 3 UU 

Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Hak atas Merek diperoleh setelah 

Merek tersebut terdaftar.

 
 1 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, “Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya 
Hukum”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 82 
 2 Dr. Yulia, S.H., M.H. (2018) Buku Modul, “Hak Atas Kekayaan Intelektua”. hlm. 24-25 
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Perlindungan hukum merek terkenal asing merupakan aspek penting dalam sistem 

kekayaan intelektual yang bertujuan menjaga kepentingan pemilik merek dari 

praktik persaingan usaha tidak sehat dan pelanggaran hak merek di pasar global, 

termasuk Indonesia. Di tingkat internasional, pengaturan mengenai kekayaan 

intelektual (KI) diatur melalui berbagai perjanjian internasional. Salah satu 

perjanjian penting tersebut adalah Trade Related Aspects of Intellectual Property 

Rights Agreement (TRIPs), dimana Indonesia termasuk sebagai anggota.3  

Indonesia diwajibkan memberikan perlindungan khusus terhadap merek terkenal 

asing melalui ketentuan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis serta perjanjian internasional seperti Konvensi Paris dan 

Perjanjian TRIPs.4 

Kenyataan dalam praktiknya, perlindungan hukum merek terkenal asing di 

Indonesia kerap menghadapi kendala, terutama terkait asas “First to File” yang 

dianut dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia. Asas ini memberikan prioritas 

kepada pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan merek di DJKI tanpa 

memperhatikan kepemilikan merek tersebut secara internasional. Kondisi ini 

membuka peluang terjadinya pendaftaran merek oleh pihak lokal dengan itikad 

tidak baik, yang dapat  merugikan pemilik merek terkenal asing dan menimbulkan 

sengketa hukum.5 

Setiap pelaku usaha berupaya agar merek produknya dapat menjadi lambang 

kualitas unggul, dikenal luas, dan menarik minat konsumen. Tujuan utama dari 

upaya ini adalah menciptakan perbedaan yang jelas antara merek pelaku usaha 

dengan merek lain yang diproduksi oleh perusahaan berbeda.6  Membangun merek 

yang memiliki kekuatan pembeda bukanlah hal yang mudah, karena memerlukan 

kreativitas, waktu, dan investasi modal yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, pihak 

yang telah berusaha membangun merek sepatutnya mendapatkan perlindungan 

 
 3 Roro Ayu Intan Kusuma Narindra dan Putu Aras Samsithawrati, “Perlindungan Hukum 
Terhadap Merek Terkenal: Pembangunan Ekonomi dan Perlindungannya di Dimensi 
Internasional,” Jurnal Kertha Desa Vol. 11 No. 4 (2023): 2262-2264 
 4Sudaryat, Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: Oase Media, 2010, hlm. 68. 
 5 Oni Madona dan I Made Sarjana, "Pengaturan Perlindungan Merek Terkenal Asing yang  
Tidak Terdaftar di Indonesia," Jurnal Kertha Desa 11, no. 2 (2022): hlm. 45-60. 
 6 M. Rasyid, Hj. Yunial Laily, Sri Handayani, et. All. (2021). Perlindungan Hukum 
Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Dalam Era Perdagangan Bebas di Indonesia. 
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hukum. Merek dagang memiliki peranan penting dalam dunia industri dan bisnis, 

terutama dalam konteks sengketa merek dagang. Saat ini, penggunaan merek 

terkenal semakin marak karena menawarkan keuntungan yang lebih besar 

dibandingkan dengan merek yang kurang dikenal. Terlebih lagi, pada masa krisis 

ekonomi, sering terjadi kasus pencampuran antara produk bermerek terkenal 

dengan produk tiruan akibat kemiripan fisik dengan barang asli.  

Pemerintah telah menetapkan parameter yang ketat melalui Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. 

Dalam Pasal 18 peraturan tersebut, diatur secara jelas indikator kualifikasi suatu 

merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal, mulai dari tingkat penguasaan 

pasar, jangkauan daerah penggunaan, hingga besarnya investasi promosi yang 

dilakukan. Kehadiran peraturan ini menjadi sangat krusial sebagai instrumen bagi 

penegak hukum dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk membedakan 

antara penggunaan merek yang sah dengan tindakan peniruan yang didasari iktikad 

tidak baik. 

Kasus sengketa merek Denza antara BYD Company Limited, perusahaan otomotif 

asal Tiongkok, dengan PT Worcas Nusantara Abadi, perusahaan lokal yang terlebih 

dahulu mendaftarkan merek Denza di Indonesia, merupakan contoh konkret dari 

permasalahan tersebut. BYD mengklaim sebagai pemilik merek terkenal Denza 

secara internasional, namun PT Worcas telah mendaftarkan merek tersebut lebih 

dahulu di kelas yang sama. Sengketa ini menimbulkan pertanyaan mendalam 

mengenai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek 

terkenal asing dalam menghadapi praktik pendaftaran merek yang berpotensi 

merugikan di Indonesia.7 

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus-

HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menolak gugatan BYD karena alasan 

formalitas hukum, yaitu kesalahan dalam menentukan pihak tergugat akibat 

pengalihan merek oleh PT Worcas, menunjukkan kompleksitas perlindungan 

hukum merek terkenal asing di Indonesia. Kasus ini menegaskan perlunya 

 
 7 Ranti Fauza Mayana, “Perlindungan Desain Industri di Indonesia”, Jakarta: Gramedia 
Widiasarana Indonesia, 2013, hlm. 45. 
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penegakan hukum yang lebih tegas dan sistematis untuk melindungi merek terkenal 

asing agar dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan adil.8 

Kasus ini menunjukkan kompleksitas perlindungan hukum merek terkenal asing di 

Indonesia, di mana prinsip asas First to File yang dianut dalam sistem pendaftaran 

merek Indonesia memberikan prioritas kepada pihak yang lebih dahulu 

mendaftarkan merek, tanpa mempertimbangkan status merek tersebut di tingkat 

internasional Merek Denza yang didaftarkan oleh PT Worcas Nusantara Abadi pada 

3 Juli 2023 lebih dahulu dibandingkan pendaftaran BYD yang baru dilakukan pada 

8 Agustus 2024, sehingga secara hukum merek tersebut diakui milik PT Worcas. 

Penolakan gugatan BYD menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik 

merek terkenal asing di Indonesia tidak otomatis berlaku tanpa melalui proses 

pendaftaran resmi di Indonesia, dan bahwa keberadaan merek terkenal secara global 

tidak serta merta menjamin perlindungan hukum di wilayah hukum Indonesia. Hal 

ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan penegakan hukum yang lebih tegas dan 

sistematis demi melindungi hak pemilik merek terkenal asing sekaligus 

menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan adil di Indonesia. 

Fenomena ini juga diperparah oleh terbatasnya pemahaman pejabat pemeriksa 

merek mengenai konteks global dan ketenaran suatu merek. Dalam konteks ini, 

BYD sebagai pemilik merek otomotif Denza menghadapi tantangan besar dalam 

membuktikan ketenaran mereknya, mengingat sektor produk yang disengketakan 

oleh PT Worcas Nusantara Abadi yang bergerak pada bidang kopi berbeda dengan 

produk utama BYD bergerak pada sektor otomotif. Sesuai dengan perjanjian TRIPs  

dibentuk dalam upaya memberikan keseragaman, stabilitas dan prediktabilitas pada 

perlindungan hak kekayaan intelektual di yurisdiksi yang berbeda, dalam jangka 

panjang kepentingan mempertahankan perdagangan bebas global.9 

 
 8 R. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 
Singkat”, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 30. 
 
 9 Roro Ayu Intan Kusuma Narindra dan Putu Aras Samsithawrati, “Perlindungan Hukum 
Terhadap Merek Terkenal: Pembangunan Ekonomi dan Perlindungannya di Dimensi 
Internasional,” Jurnal Kertha Desa. Vol. 11 No. 4 (2023): 2262-2264 
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Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara ini menunjukkan bahwa 

formalitas hukum semata tidak cukup untuk menjamin keadilan. BYD sebagai 

pihak yang secara internasional telah mengembangkan merek “Denza”,  justru 

gagal memperoleh perlindungan karena tidak segera melakukan pendaftaran di 

Indonesia dan tidak cermat dalam menentukan pihak tergugat, sehingga gugatannya 

ditolak oleh pengadilan. Dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul  “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik 

Merek Terkenal Asing Dalam Sengketa Merek Denza (Studi Putusan Nomor 

1/Pdt.Sus-HKI/Merek /2025/PN.Niaga.Jkt.Pst)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 

berfokus pada perlindungan hukum merek terkenal asing dan implikasi Putusan 

Pengadilan Niaga Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam 

sengketa merek “DENZA”. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal asing dalam 

sengketa merek DENZA berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal asing dalam 

sengeketa  merek DENZA berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 

1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst? 

3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Pengadilan Niaga 

Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam sengeketa  merek 

DENZA? 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis perlindungan hukum 

terhadap merek terkenal asing di Indonesia dengan menjadikan sengketa merek 

“DENZA” antara BYD Company Limited dan PT Worcas Nusantara Abadi sebagai 

studi kasus utama. Pembahasan akan mengkaji dua aspek fundamental, yaitu bentuk 

perlindungan bagi pemilik merek terkenal asing yang belum terdaftar berdasarkan 
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta 

akibat hukum dari Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1/Pdt.Sus-

HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian 

ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik Merek 

terkenal asing dalam sengketa merek DENZA ditinjau dari Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

2. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik merek 

terkenal asing dalam sengketa merek DENZA ditinjau dari Putusan Pengadilan 

Niaga Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst. 

3. Mengkaji dan memahami akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan 

Pengadilan Niaga Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst 

terhadap status kepemilikan dan hak eksklusif para pihak yang bersengketa. 

 

1.5 Kegunaan penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kegunaan teoritis serta kegunaan 

praktis, yaitu : 

1. Kegunaan Teoritis Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap Pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum 

Kekayaan Intelektual dan Hukum Perdata yang berkaitan dengan perlindungan 

merek terkenal asing di Indonesia. Penelitian ini dapat menjadi dasar 

konseptual dalam memahami bagaimana hukum merek di Indonesia. 

2. Kegunanaan Praktis Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan 

pengetahuan kepada Rekan-Rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Lampung dan para pelaku usaha dalam memahami mekanisme perlindungan 

hukum merek terkenal asing, termasuk strategi pendaftaran dan penyelesaian 

sengketa merek di Indonesia.



 

 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Merek dan Merek Terkenal 

2.1.1 Pengertian Merek 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Merek” diartikan sebagai tanda yang 

dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang 

dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk 

menyatakan nama dan sebagainya.10 Merek adalah sebuah tanda khas yang 

berfungsi untuk membedakan produk atau jasa dari satu produsen dengan yang lain 

di pasaran.  

 

Menurut Harsono Adisumantoro, merek adalah penanda identitas yang 

membedakan satu produk dari yang lain. Ia mengilustrasikannya dengan praktik 

pemberian cap pada punggung sapi yang dilepaskan di padang penggembalaan luas. 

Cap tersebut berfungsi sebagai tanda kepemilikan yang jelas. Dalam konteks ini, 

suatu logo atau merek sering kali menggunak an inisial pemilik sebagai tanda 

pembeda utama. 11 Sementara itu, Molengraaf memandang merek sebagai sarana 

untuk memperkenalkan identitas suatu barang tertentu, menunjukkan asal-usulnya, 

dan sekaligus menjadi jaminan kualitasnya dibandingkan barang sejenis dari 

produsen lain. Senada, H.M.N. Purwo Sutjipto mengartikan merek sebagai tanda 

pembeda yang menjadikan suatu benda memiliki ciri khas sehingga tidak tertukar 

dengan benda sejenis lainnya.12

 
 10 Departemen Pendidikan Nasional. 2005. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. Balai 
Pustaka, Jakarta. hlm. 736. 
 11 Harsono Adisumarto, “Hak milik Perindustrian”, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), 
hlm. 44 
 12 Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah, 1993, “Hak Milik Intelektual”, Bandung: PT. 
Citra Aditya Bakti, hlm. 121. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek adalah tanda yang 

dikenakan oleh pengusaha pada barang ataupun jasa yang dihasilkan ditujukan 

untuk menjadi pembeda antara produk satu dengan produk lainya. UndangUndang 

Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan 

secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan wara dalam 

bentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari dua 

atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi 

oleh badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 

 

Merek adalah suatu yang melekat dan menempel  pada sebuah  produk, namun 

bukan merupakan produk itu sendiri. Produk atau jasa dapat dibedakan berdasarkan 

merek yang melekat padanya. Merek termasuk dalam kategori hak kekayaan 

intelektual yang bersifat tidak berwujud sehingga tidak dapat dilihat secara fisik. 

Menurut Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, merek meliputi nama dan 

logo perusahaan, nama serta simbol produk tertentu dari perusahaan, serta slogan 

perusahaan.13 

 

Kemudian pengertian merek juga dijelaskan pada perjanjian TRIPs yang tercantum 

dalam Pasal 15 Ayat (1) TRIPs Agreement: 

“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or 

services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of 

constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal 

names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well 

as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. 

Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or 

services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired 

through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be 

visually perceptible”. 14 

 
 13 Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi. 2008. “Pengenalan HKI (Hak Kekayaan 
Intelektual)”. Indeks, Jakarta. hlm. 27-28. 
 14 WTO, Section 2: trademarks Article 15 Protectable Subject Matter 
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.  

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips
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“Setiap lambang, atau kombinasi dari beberapa lambang, yang mampu 

membedakan barang atau jasa suatu usaha dari usaha lain, dapat menjadi merek 

dagang. Lambang-lambang dimaksud, terutama yang berupa rangkaian kata-kata 

dari nama pribadi, huruf, angka, unsur figur dan kombinasi dari beberapa warna 

dapat didaftarkan sebagai merek dagang. Dalam hal suatu lambang tidak dapat 

membedakan secara jelas beberapa barang atau jasa satu sama lain, Anggota dapat 

menetapkan persyaratan bagi pendaftarannya pada sifat pembeda yang diperoleh 

karena penggunaannya. Anggota dapat menetapkan persyaratan, sebagai syarat 

pendaftaran suatu merek dagang, agar suatu lambang dapat divisualisasikan.” 

 

2.1.2 Jenis-jenis Merek 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2), (3), (4) pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi geografis “merek” terbagi menjadi 3 jenis antara lain:15 

1. Merek Dagang 

Mìerìek Dagang adalah Mìerìek yang digìunakan pada barang yang dipìerdagangkan 

olìeh sìesìeorang ataìu bìebìerapa orang sìecara bìersama-sama, ataìu badan hìukìum 

ìuntìuk mìembìedakan dìengan barang-barang sìejìenis lainnya.  

2. Mìerìek Jasa  

Mìerìek Jasa adalah Mìerìek yang digìunakan pada jasa yang dipìerdagangkan olìeh 

sìesìeorang ataìu bìebìerapa orang sìecara bìersama-sama ataìu badan hìukìum ìuntìuk 

mìembìedakan dìengan jasa-jasa sìejìenis lainnya.  

3. Mìerìek Kolìektif  

Mìerìek kolìektif adalah mìerìek yang dimiliki olìeh sìuatìu asosiasi ataìu 

pìerkìumpìulan, biasanya tìerdiri dari sìekìelompok prodìusìen ataìu pìedagang yang 

mìemasarkan barang ataìu jasa yang dihasilkan dalam wilayah sìuatìu nìegara 

tìertìentìu.16 

 

 

 

 
 15 Sujana Donandi, “Hukum Hak Kekayaan Intelektian di Indonesia”, Deepublish, 
Yogyakarta, 2019, hlm 77-78 
 16 Abdul Kadir Muhammad. 2001. “Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual”. 
Bandung; Citra Aditya Bakti. 
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2.1.3 Fungsi Mìerìek 

Dirìektorat Jìendìeral Kìekayaan Intìelìektìual mìenjìelaskan bahwa mìerìek mìemiliki 

sìejìumlah fìungsi pìenting, yaitìu: 

1. Sìebagai tanda pìengìenal ìuntìuk mìembìedakan prodìuk pìerìusahaan yang satìu 

dìengan yang lain. Fìungsi ini jìuga mìenghìubìungkan barang ataìu jasa dìengan 

prodìusìennya sìebagai jaminan rìepìutasi hasil ìusahanya kìetika dipìerdagangkan 

sìehingga mìerìek dibìeri kìelas-kìelas tìertìentìu yang sìejìenis. 

2. Sìebagai alat ataìu sarana promosi ìuntìuk bìerdagang. Promosi dilakìukan mìelalìui 

iklan. Mìerìek mìerìupakan salah satìu goodwill ìuntìuk mìenarik konsìumìen, 

mìerìupakan simbol pìengìusaha ìuntìuk mìempìerlìuas pasar prodìuk ataìu barang 

dagangannya.  

3. Sìebagai pìenìunjìukan asal barang ataìu jasa yang dihasilkan (soìurcìe of origin). 

Mìerìek mìerìupakan tanda pìengìenal asal barang ataìu jasa yang 

mìenghìubìungkannya dìengan prodìusìen ataìu daìerah/Nìegara asalnya.  

4. Sìebagai jaminan atas mìutìu barang ataìu jasa (qìuality gìuarantìeìe). Hal ini 

mìengìuntìungkan pìemilik mìerìek dan jìuga mìembìerikan pìerlindìungan jaminan 

mìutìu barang ataìu jasa bagi konsìumìen.  

5. Sìebagai alat bìukti kìepìemilikan atas mìerìek. 

 

Bìebìerapa ahli mìengìemìukakan fìungsi dan manfaat mìerìek, salah satìunya adalah 

P.D.D. Dìermawan. Mìenìurìut P.D.D. Dìermawan, tìerdapat tiga aspìek ìutama yang 

bìerkaitan dìengan fìungsi dan manfaat mìerìek, yaitìu: 17 

1. Fìungsi indikator sìumbìer, artinya mìerìek bìerfìungsi ìuntìuk mìenìunjìukan bahwa 

sìuatìu prodìuk bìersìumbìer sìecara sah pada sìuatìu ìunit ìusaha dan karìenanya jìuga 

bìerfìungsi ìuntìuk mìembìerikan indikasi bahwa prodìuk itìu dibìuat sìecara 

profìesional.  

2. Fìungsi indikator kìualitas, artinya mìerìek bìerfìungsi sìebagai jaminan kìualitas 

khìusìusnya dalam kaitan dìengan prodìuk-prodìuk bìergìengsi. Dalam pìemasaran, 

mìerìek sìeringkali mìenjadi sasaran pìenirìuan olìeh pìelakìu ìusaha lain. Pìelakìu ìusaha 

mìemprodìuksi barang sìejìenis dìengan tampilan yang mirip namìun kìualitas 

 
 17 Adi Purwadi, “Aspek Hukum Perdata pada Perlindungan Konsumen", Majalah Fakutas 
Hukum Universitas Airlangga, Tahun VII, h. 59. 
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ditìurìunkan dìemi mìeraìup kìeìuntìungan bìesar. Di sinilah mìerìek bìerpìeran sìebagai 

jaminan kìualitas (a gìuarantìeìe of qìuality). Kìetika sìuatìu prodìuk tìelah 

mìendapatkan kìepìercayaan konsìumìen, mìerìek bìerfìungsi ìuntìuk mìelindìungi 

kìepìercayaan tìerhadap kìualitas tìersìebìut. 

3. Fìungsi sìugìestif, artinya Mìerìek adalah pìembìeri kìesan kìepada konsìumìen atas 

barang ataìu jasa yang diwakilkannya. Dalam fìungsi ini, mìerìek mìenjadi pìenarik 

pìerhatian konsìumìen atas barang dan jasa. 

 

2.1.4  Merek Terkìenal 

Dìefinisi mìerìek tìerkìenal tidak sìecara tìegas diatìur dalam Undang-Undang Mìerìek, 

namìun dapat dipahami sìecara tìersirat mìelalìui Pìenjìelasan Pasal 21 ayat (1) hìurìuf  b 

UU Mìerìek. Bìerdasarkan pìenjìelasan tìersìebìut, mìerìek tìerkìenal adalah mìerìek yang 

dikìenal lìuas olìeh masyarakat di bidang tìerkait, mìemiliki rìepìutasi yang dipìerolìeh 

mìelalìui promosi yang intìensif dan bìesar-bìesaran, mìelakìukan invìestasi di bìebìerapa 

nìegara olìeh pìemiliknya, sìerta tìelah tìerdaftar di bìerbagai nìegara. 

 

Tìerdapat dìua tìerminologi hìukìum yang mìemiliki pìengìertian sama dìengan mìerìek 

tìerkìenal, yakni “famoìus mark” dan “wìell-known mark”. Bìerikìut pìenjìelasannya: 

1. Famoìus Mark dipìerlakìukan lìebih tinggi rìepìutasinya daripada wìellknown mark. 

Mìerìek tìerkìenal dìengan katìegori famoìus mark mìembìutìuhkan pìendaftaran 

tìerlìebih dahìulìu, paling tidak di nìegara asalnya ìuntìuk pìerlindìungan hìukìumnya. 

Katìegori ini dapat dilindìungi dari pìenggìunaan yang tidak sah ìuntìuk prodìuk 

barang dan/ataìu jasa yang bìukan pìesaing ataìu tidak sìejìenis.18  Pìengadilan di 

Jìerman mìenìentìukan kritìeria mìerìek itìu famoìus apabila hasil sìurvìey mìenìunjìukan 

80% rìespondìen mìengìenalnya dan dianggap mìerìek itìu wìell-known apabila sìurvìei 

mìenìunjìukkan 40% rìespondìen cìukìup mìengìenalnya.19 

2. Yìurisprìudìensi Mahkamah Agìung R.I. Nomor 1486 K/Pst/1991 tìertanggal 28 

Novìembìer 1995 dìengan tìegas mìembìerikan kritìeria hìukìum yaitìu: “Sìuatìu mìerìek 

tìermasìuk dalam pìengìertian Wìell Known Mark pada prinsipnya diartikan bahwa 

 
 18 Jened, Rahmi. 2015. “Hukum Merek Trademark Law dalam Era Global Integrasi 
Ekonomi”, Jakarta: Prenada Media Grup. 
 19 Lionita Putri Lobo, "Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) dalam Hukum 
Merek Indonesia," Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No. 1, Januari 2021, h. 70-83. 
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mìerìek tìersìebìut tìelah bìerìedar kìelìuar dari batasbatas rìegional malahan sampai 

batasbatas transnasional, karìenanya apabila tìerbìukti sìuatìu mìerìek tìelah tìerdaftar 

di banyak nìegara di dìunia, maka dikìualifisir sìebagai mìerìek tìerkìenal karìena tìelah 

bìerìedar sampai kìe batas-batas di lìuar nìegara asalnya.”20 

 

Mìenìurìut Yahya Harahap, kritìeria mìerìek tìerkìenal antara lain:21 

1. Mìenjadi idaman ataìu pilihan bìerbagai lapisan konsìumìen 

2. Lambangnya mìemiliki kìekìuatan pancaran yang mìenarik 

3. Didìukìung olìeh faktor-faktor sìebagai bìerikìut: 

a. Prìesìentasi nilai pìemasaran yang tinggi; 

b. Prìesìentasi tìersìebìut harìus dikaitkan dìengan lìuasnya wilayah pìemasaran di 

sìelìurìuh dìunia; 

c. Kìedìudìukannya stabil dalam waktìu yang lama; 

d. Tidak tìerlìepas dari jìenis dan tipìe barang; 

 

2.2 Perlindungan Hukum 

2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum 

Sìecara tìerminologis, pìerlindìungan hìukìum dapat dipahami dari gabìungan dìua kata, 

yaitìu “pìerlindìungan” dan “hìukìum”. Mìenìurìut Kamìus Bìesar Bahasa Indonìesia 

(KBBI), pìerlindìungan bìerarti tindakan ataìu ìupaya ìuntìuk mìelindìungi. Sìedangkan 

hìukìum diartikan sìebagai pìeratìuran ataìu norma yang sìecara rìesmi diakìui dan 

dibìerlakìukan olìeh pìemìerintah ataìu pìengìuasa.22  Kìemìudian Hans Kìelsìen 

mìengìungkapkan bahwa hìukìum adalah ilmìu pìengìetahìuan normatif, bìukan ilmìu 

alam,23 sìerta hìukìum mìerìupakan tìeknik sosial ìuntìuk mìengatìur pìerilakìu 

masyarakat.24 Dìengan dìemikian, hìukìum bìerfìungsi sìebagai pìedoman yang mìengatìur 

hìubìungan antar individìu dan kìelompok dalam masyarakat agar tìercipta kìetìeratìuran 

 
 20 Thoyyibah Bafadhal, "Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia," 
Jurnal Hukum 1, no. 1 (2018): 31-36. 
 21 Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia, Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 80-81.  
 22 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet.1, (Jakarta: Balai Pustaka), 
hlm 595. 
 23 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, 
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hlm. 12 
 24 Hans Kelsen, 2009, Dasar-Dasar Hukum Normatif, Nusamedia, Jakarta, hlm. 343. 
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dan kìeadilan. Mìelalìui norma-norma yang ada, hìukìum mìembìerikan batasan sìerta 

sanksi yang jìelas ìuntìuk mìencìegah tindakan yang mìerìugikan pihak lain, sìehingga 

mìenciptakan lingkìungan sosial yang harmonis dan stabil. Hal ini jìuga mìenìunjìukkan 

bahwa pìenìerapan hìukìum tidak hanya bìersifat tìeoritis, tìetapi jìuga praktis dalam 

mìengìendalikan dinamika sosial dìemi kìepìentingan bìersama.  

Bìerdasarkan pìengìertian tìersìebìut, pìerlindìungan hìukìum dapat diartikan sìebagai 

ìusaha yang dilakìukan olìeh pìemìerintah ataìu pihak bìerwìenang mìelalìui pìenìerapan 

bìerbagai pìeratìuran yang ada ìuntìuk mìembìerikan pìerlindìungan. Dìengan kata lain, 

pìerlindìungan hìukìum mìerìupakan salah satìu fìungsi ìutama hìukìum, yakni mìembìerikan 

jaminan dan kìeamanan kìepada masyarakat. Lìebih lanjìut, mìenìurìut Kamìus Hìukìum, 

pìerlindìungan hìukìum adalah kìumpìulan pìeratìuran yang bìersifat mìengikat dan 

mìengatìur pìerilakìu manìusia dalam kìehidìupan bìermasyarakat. Pìeratìuran tìersìebìut  

dibìuat olìeh lìembaga rìesmi yang bìerwìenang, dan pìelanggaran tìerhadap pìeratìuran ini 

akan bìerakibat pada pìenìerapan sanksi ataìu tindakan hìukìum yang sìesìuai.   

Mìenìurìut Satjipto Rahardjo, pìerlindìungan hìukìum mìerìupakan pìembìerian 

pìengayoman tìerhadap hak asasi manìusia yang dirìugikan olìeh pihak lain. 

Pìerlindìungan ini dibìerikan kìepada masyarakat agar dapat mìenikmati sìelìurìuh hak 

yang diatìur olìeh hìukìum. Hìukìum bìerfìungsi mìelindìungi kìepìentingan individìu 

dìengan mìembìerikan kìewìenangan ataìu hak kìepada maasyarakat ìuntìuk bìertindak 

dìemi mìemìenìuhi kìepìentingan tìersìebìut.25 Pìembìerian kìewìenangan ataìu hak ini 

dilakìukan sìecara tìerìukìur, baik dari sìegi cakìupan maìupìun kìedalamannya. 

Bìerdasarkan pìenjìelasan tìersìebìut, pìerlindìungan hìukìum dapat diartikan sìebagai 

tindakan yang mìelindìungi sìubjìek hìukìum mìelalìui pìeratìuran pìerìundang-ìundangan 

yang bìerlakìu, di mana pìelaksanaannya dapat dipaksakan dìengan pìembìerian sanksi. 

Sìecara ìumìum, pìerlindìungan bìerarti mìembìerikan pìengayoman tìerhadap sìesìuatìu dari 

bahaya, yang dapat bìerìupa kìepìentingan, bìenda, ataìu hal lainnya. 

 

Mìenìurìut Sìetiono, pìerlindìungan hìukìum adalah tindakan ataìu ìupaya ìuntìuk 

mìelindìungi masyarakat dari pìerbìuatan sìewìenang-wìenang olìeh pìengìuasa yang tidak 

 
 25 Satjipto Raharjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, 
Jurnal Masalah Hukum, 1993. 
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sìesìuai dìengan atìuran hìukìum, ìuntìuk mìewìujìudkan kìetìertiban dan kìetìentraman 

sìehingga mìemìungkinkan manìusia ìuntìuk mìenikmati martabatnya sìebagai 

manìusia.26  Pìerlindìungan ini sangat pìenting dalam mìenjaga kìesìeimbangan sosial 

dan mìemastikan bahwa hak-hak sìetiap individìu dihormati sìerta tidak dilanggar olìeh 

pihak yang bìerkìuasa.

 

2.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum 

Dalam bìukìu dìengan jìudìul "Pìerlindìungan Hìukìum Bagi Rakyat Indonìesia" olìeh 

Philipìus M. Hadjon, bìeliaìu mìenyatakan bahwa pìerlindìungan hìukìum bìerdasarkan 

sarananya dibìedakan mìenjadi 2 (dìua) bìentìuk, yaitìu pìerlindìungan hìukìum prìevìentif 

dan rìeprìesif:27 

1. Pìerlindìungan Hìukìum Prìevìentif 

Pìerlindìungan hìukìum prìevìentif mìembìerikan kìesìempatan kìepada sìubjìek hìukìum 

ìuntìuk mìengajìukan kìebìeratan ataìu mìenyampaikan pìendapat sìebìelìum sìuatìu 

kìepìutìusan pìemìerintah mìenjadi final dan mìengikat. Tìujìuan ìutama dari 

pìerlindìungan ini adalah ìuntìuk mìenghindari tìerjadinya sìengkìeta di kìemìudian 

hari. Pìerlindìungan prìevìentif sangat pìenting tìerìutama dalam tindakan 

pìemìerintahan yang didasarkan pada kìebìebasan bìertindak (diskrìesi), karìena hal 

ini mìendorong pìemìerintah agar lìebih bìerhati-hati dalam mìengambil kìepìutìusan. 

Jika dibandingkan dìengan pìerlindìungan hìukìum rìeprìesif, sarana pìerlindìungan 

prìevìentif masih tìergolong kìurang bìerkìembang. Di Indonìesia, pìengatìuran 

mìengìenai pìerlindìungan hìukìum prìevìentif bagi masyarakat bìelìum banyak diatìur 

sìecara khìusìus. Namìun, bìentìuk pìerlindìungan prìevìentif sìepìerti mìekanismìe 

kìebìeratan (Inspraak) dapat ditìemìukan sìebagai salah satìu contohnya. 

2. Pìerlindìungan Hìukìum Rìeprìesif 

Pìerlindìungan hìukìum rìeprìesif bìertìujìuan ìuntìuk mìenyìelìesaikan sìengkìeta yang 

 Pìerlindìungan hìukìum rìeprìesif bìertìujìuan ìuntìuk mìenyìelìesaikan sìengkìeta yang 

tìelah tìerjadi. Pìenanganan pìerlindìungan ini dilakìukan mìelalìui lìembaga pìeradilan, 

baik Pìengadilan Umìum maìupìun Pìengadilan Administrasi. Prinsip pìerlindìungan 

 
 26 Setiono, "Rule of Law", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, 
hlm. 3. 
 27 Qodariah Barkah, dan Andriyani, “Perlindungan Hukum”, CV. Doki Course and 
Training, 2024, hlm. 32. 
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hìukìum tìerhadap tindakan pìemìerintah bìerakar pada konsìep pìengakìuan dan 

pìerlindìungan hak asasi manìusia. Sìecara historis, konsìep ini bìerkìembang di Barat 

dìengan tìujìuan mìembatasi kìekìuasaan pìemìerintah dan mìenìetapkan kìewajiban 

bagi masyarakat sìerta pìemìerintah. Prinsip lain yang mìendasari pìerlindìungan 

hìukìum tìerhadap tindakan pìemìerintahan adalah prinsip nìegara hìukìum. 

  

2.2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Merek  

Dìengan adanya dìefinisi pìerlindìungan hìukìum yang sìebagaimana dijìelaskan diatas 

maka dapat disimpìulkan bahwa pìerlindìungan hìukìum tìerhadap mìerìek, tìermasìuk 

mìerìek asing dan mìerìek tìerkìenal, tìerbagi mìenjadi dìua katìegori ìutama, yaitìu: 

Pìertama, Pìerlindìungan Prìevìentif. Jìenis pìerlindìungan ini bìerfokìus pada pìencìegahan 

pìelanggaran hìukìum ataìu tindak pidana mìerìek sìebìelìum insidìen tìersìebìut bìenar-bìenar 

tìerjadi. Implìemìentasinya sangat bìergantìung pada inisiatif  pìemilik mìerìek itìu 

sìendiri, yaitìu dìengan mìelakìukan pìendaftaran mìerìeknya. Mìelalìui pìendaftaran, 

mìerìek mìendapatkan statìus hìukìum yang diakìui. 

Sìelanjìutnya ada Pìerlindìungan Rìeprìesif, Pìelindìungan ini dibìerikan apabila tìelah 

tìerjadinya sìuatìu pìelanggaran tìerhadap hak atas mìerìek tìertìentìu. Salah satìu kìetìentìuan 

tìerkait dìengan pìelindìungan rìeprìesif diatìur pada Pasal 76 UU Mìerìek dan Indikasi 

Gìeografis, bahwa: 

1. Gìugatan pìembatalan mìerìek tìerdaftar dapat diajìukan olìeh pihak yang 

bìerkìepìentingan bìerdasarkan alasan sìebagaimana yang dimaksìud dalam Pasal 

20 dan/ataìu 21. 

2. Pìemilik Mìerìek yang tidak tìerdaftar dapat mìengajìukan gìugatan sìebagaimana 

dimaksìud pada ayat (1) sìetìelah mìengajìukan Pìermohonan kìepada Mìentìeri. 

3. Gìugatan pìembatalan diajìukan kìepada Pìengadilan Niaga tìerhadap pìemilik 

Mìerìek tìerdaftar. 

 

Pìerlindìungan  hìukìum  tìerhadap  mìerìek  hanya  dibìerlakìukan  tìerhadap  mìerìek yang 

tìelah didaftarkan. Pìendaftaran mìerìek akan mìembìerikan pìelindìungan  yang lìebih  

kìuat,  khìusìusnya  jika  bìertìentangan  dìengan  mìerìek  yang  idìentik  ataìu  yang mirip.    

Walaìupìun    sìebagian    bìesar    pìelakìu    bisnis    mìenyadari    pìentingnya pìenggìunaan  



16 
 

 

mìerìek  ìuntìuk  mìembìedakan  prodìuk  yang  dimiliki  dìengan  prodìuk para  

pìesaingnya,  namìun  tidak  sìemìua pihak  mìenyadari  mìengìenai pìentingnya 

pìelindìungan mìerìek mìelalìui pìendaftaran.28 

Aspìek krìusial lain dalam pìerlindìungan mìerìek adalah pìenolakan pìermohonan 

pìendaftaran mìerìek yang diajìukan dìengan itikad tidak baik. Konsìep itikad tidak baik 

ini sìeringkali sìulit dibìuktikan sìecara kasat mata, namìun mìenjadi akar pìermasalahan 

dalam banyak sìengkìeta mìerìek, tìerìutama kìetika ada ìupaya pìenirìuan ataìu pìemalsìuan 

mìerìek bìesìerta dìesain kìemasannya.29 Olìeh karìena itìu, prinsip pìendaftaran dìengan 

itikad baik mìerìupakan salah satìu instrìumìen pìenting ìuntìuk mìelindìungi mìerìek, 

khìusìusnya mìerìek tìerkìenal, dari pìenyalahgìunaan.  

Lìebih lanjìut Undang-ìundang mìerìek jìuga tìelah bìerìupaya mìembìerikan pìelindìungan 

bagi mìerìek tìerkìenal yang mìengatìur bahwa pìermohonan harìus ditolak apabila: (a) 

mìempìunyai pìersamaan pada pokoknya ataìu kìesìelìurìuhannya dìengan mìerìek pihak 

lain yang tìelah tìerdaftar lìebih dahìulìu ìuntìuk barang ataìu jasa yang sìejìenis, (b) 

mìempìunyai pìersamaan pada pokoknya ataìu kìesìelìurìuhannya dìengan mìerìek yang 

tìerkìenal milik pihak lain ataìu barang dan/ataìu jasa yang sìejìenis.30 

Pada kìetìentìuan Konvìensi Paris, pìerlindìungan pada Mìerìek tìerkìenal yang tidak 

tìerdaftar hanya dibatasi dìengan barang ataìu jasa dalam kìeadaan dimana 

pìenggìunaannya cìendìerìung mìembingìungkan konsìumìen.31 Nìegara anggota sìetìujìu 

ìuntìuk mìencìegah pihak-pihak lain mìendaftarkan Mìerìek yang mìemìuat kìesamaan 

dìengan mìerìek lain ataìu bìerpotìensi mìenciptakan kìebingìungan kìepada konsìumìen 

pada jìenis prodìuk yang sìerìupa ataìu sama, bahkan jika mìerìek tìerkìenal tìersìebìut tidak 

tìerdaftar di wilayah nìegaranya. 32  

 
 28 Tommy   Hendra   Purwaka, “Perlindungan Merek”, (Cetakan Pertama) Yayasan   
Pustaka   Obor Indonesia, 2017,Jakarta, hlm 39-40. 
 29 Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang 
Terdaftar,” Jurnal Ius Constituendum. Vol. 5 No. 1, April 2020, hlm. 47-64 
 30 Edy Santoso, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Melalui Peran 
Kepabeanan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara", Jurnal Rechtsvinding. 
Vol 5 No. 1 April 2016, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016, Jakarta, hlm. 124. 
 31 Alhabib, Munawar. dkk “Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Merek 
Terdaftar Dengan Itikad Tidak Baik”. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al Hikmah 4, No.3 
(2023): 11-12 
 32 Noerhadi, Cita Citrawinda. “Perlindungan Merek Terkenal Dan Konsep Dilusi Merek 
Dari Perspektif Global”. (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, 2020), 61-62 
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Sìedangkan Indonìesia, mìelalìui ratifikasi Pìerjanjian TRIPs dan Konvìensi Paris, 

mìemiliki kìewajiban ìuntìuk mìenolak pìendaftaran mìerìek yang sìerìupa dìengan mìerìek 

tìerkìenal asing. Kìewajiban ini bìerlakìu mìeskipìun mìerìek asing tìersìebìut bìelìum 

tìerdaftar di Indonìesia, gìuna mìelindìungi rìepìutasi dan invìestasi pìemilik mìerìek 

tìerkìenal dari pìenirìuan olìeh pihak lain. Sìehingga, dalam UndangUndang Mìerìek dan 

Indikasi Gìeografis pasal 21 (1) hìurìuf b, c jìuga bìerisi pìeratìuran yang tìerdapat 

kìegiatan pìenolakan didaftarkannya mìerìek yang mìempìunyai kìesamaan dìengan 

mìerìek yang tìerkìenal. 

 

2.3 Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Hak Merek 

2.3.1 Bentuk Pelanggaran Hak Merek 

pìelanggaran hak mìerìek mìenìurìut Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Mìerìek yang 

mìengìelompokkan pìelanggaran kìe dalam tiga katìegori yaitìu:33 

1. Pìenggìunaan mìerìek yang sama kìesìelìurìuhan, bìerarti sìesìeorang tanpa hak 

mìenggìunakan mìerìek yang idìentik sìecara pìersis dìengan mìerìek tìerdaftar milik 

pihak lain ìuntìuk barang dan/ataìu jasa yang sìejìenis sìehingga dapat mìenyìebabkan 

kìebingìungan ataìu salah pìengìertian konsìumìen dalam pìerdagangan.  

2. Pìenggìunaan mìerìek yang sìerìupa sìecara pokok, yaitìu pìenggìunaan mìerìek yang 

mìemiliki kìemiripan dominan tìerhadap mìerìek tìerdaftar lain, baik dari sìegi 

bìentìuk, bìunyi, sìusìunan warna, ataìu kombinasi ìunsìur yang mìenimbìulkan kìesan 

pìersamaan. 

3. Mìempìerdagangkan barang ataìu jasa hasil pìelanggaran, bìerarti mìenjìual, 

mìengìedarkan, ataìu mìenggìunakan barang dan/ataìu jasa yang mìemakai mìerìek 

yang mìelanggar hak mìerìek tìerdaftar milik pihak lain tanpa izin. 

Bìentìuk-Bìentìuk pìelanggaran atas Mìerìek diatìur dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahìun 2016 tìentang Mìerìek dan Indikasi Gìeografis, Pasal 100 sampai dìengan Pasal 

103, sìebagai bìerikìut:34 

 
 33 Abdulkadir Muhammad, “Hukum Merek, Rahasia Dagang, dan Desain Industri di 
Indonesia”, Cetakan ke-10, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018, hlm. 428. 
 34 Belalia Jovie Assa, “Pengaturan Penyelesaian Pelanggaran Merek Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”, Jurnal Lex 
Privatum, Vol. VII, No. 2, Februari 2019, hlm. 71. 
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1. Sìetiap orang yang dìengan tanpa hak mìenggìunakan Mìerìek yang sama pada 

kìesìelìurìuhannya dìengan Mìerìek tìerdaftar milik pihak lain ìuntìuk barang dan/ataìu 

jasa sìejìenis yang diprodìuksi dan/ataìu dipìerdagangkan.  

2. Sìetiap orang yang dìengan tanpa hak mìenggìunakan Mìerìek yang mìempìunyai 

pìersamaan pada pokoknya dìengan Mìerìek tìerdaftar milik pihak lain ìuntìuk 

barang dan/ataìu jasa sìejìenis yang diprodìuksi dan/ataìu dipìerdagangkan.  

3. Sìetiap orang yang yang jìenis barangnya mìengakibatkan ganggìuan kìesìehatan, 

ganggìuan lingkìungan hidìup, dan/ataìu kìematian manìusia.  

4. Sìetiap orang yang dìengan tanpa hak mìenggìunakan tanda yang mìempìunyai 

pìersamaan pada kìesìelìurìuhan dìengan indikasi gìeografis milik pihak lain ìuntìuk 

barang dan/ataìu prodìuk yang sama ataìu sìejìenis dìengan barang dan/ataìu prodìuk 

yang tìerdaftar.  

5. Sìetiap orang yang dìengan tanpa hak mìenggìunakan tanda yang mìempìunyai 

pìersamaan pada pokoknya dìengan dìengan indikasi gìeografis milik pihak lain 

ìuntìuk barang dan/ataìu prodìuk yang sama ataìu sìejìenis dìengan barang dan/ataìu 

prodìuk yang tìerdaftar.  

6. Sìetiap orang yang mìempìerdagangkan barang dan/ataìu jasa dasn/ataìu prodìuk 

yang dikìetahìui ataìu patìut didìuga mìengìetahìui bahwa barang dan/ataìu prodìuk 

tìersìebìut mìerìupakan hasil tindak pidana. 

 

2.3.2 Penyelesaian Sengketa Gugatan Atas Pelanggaran Merek 

Pìenyìelìesaian Sìengkìeta Gìugatan atas Pìelanggaran Mìerìek dapat dilakìukan mìelalìui 

pìengadilan niaga yang mìemiliki kìewìenangan ìuntìuk mìenyìelìesaikan sìengkìeta 

pìelanggaran tìerhadap mìerìek antara pìemilik mìerìek tìerdaftar dan/ataìu pìenìerima 

Lisìensi Mìerìek tìerdaftar dìengan pihak lain yang sìecara tanpa hak mìenggìunakan 

Mìerìek yang mìempìunyai pìersamaan pada pokoknya ataìu kìesìelìurìuhannya ìuntìuk 

barang dan/ataìu jasa yang sìejìenis dìengan pìemilik mìerìek tìerdaftar dan/ataìu 

pìenìerima Lisìensi Mìerìek tìerdaftar. 

Undang-Undang Rìepìublik Indonìesia Nomor 20 Tahìun 2016 Tìentang Mìerìek dan 

Indikasi Gìeografis, tìelah mìengatìur mìengìenai Pìenyìelìesaian Sìengkìeta Gìugatan atas 

Pìelanggaran Mìerìek, Sìesìuai dìengan kìetìentìuan-kìetìentìuan hìukìum yang bìerlakìu 

sìebagaimana diatìur dalam Undang-Undang Rìepìublik Indonìesia Nomor 20 Tahìun 
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2016 Tìentang Mìerìek dan Indikasi Gìeografis, Pasal 83 dan Pasal 84, maka ada 

bìebìerapa hal pìenting yang pìerlìu dikìetahìui yaitìu:35 

1. Tìerhadap pihak lain yang sìecara tanpa hak mìenggìunakan mìerìek, maka Pìemilik 

Mìerìek tìerdaftar dan/ataìu pìenìerima Lisìensi Mìerìek tìerdaftar dapat mìengajìukan 

gìugatan kìe pìengadilan niaga dìengan bìukti pihak lain tìelah mìenggìunakan mìerìek 

yang mìempìunyai pìersamaan pada pokoknya ataìu kìesìelìurìuhannya ìuntìuk barang 

dan/ataìu jasa yang sìejìenis dari pìemilik mìerìek tìerdaftar dan/ataìu pìenìerima 

Lisìensi Mìerìek tìerdaftar. 

2. Gìugatan yang diajìukan bìerìupa ganti rìugi; dan/ataìu pìenghìentian sìemìua 

pìerbìuatan yang bìerkaitan dìengan pìenggìunaan Mìerìek tìersìebìut. 

3. Gìugatan dapat pìula diajìukan olìeh pìemilik Mìerìek tìerkìenal bìerdasarkan pìutìusan 

pìengadilan.  

4. Gìugatan diajìukan kìepada Pìengadilan Niaga.  

5. Pìemilik Mìerìek dan/ataìu pìenìerima Lisìensi sìelakìu pìenggìugat dapatlain 

dimaksìudkan ìuntìuk mìembìerikan pìelindìungan hìukìum kìepada pìemilik Mìerìek 

tìerkìenal mìeskipìun bìelìum tìerdaftar mìengajìukan pìermohonan kìepada hakim 

ìuntìuk mìenghìentikan kìegiatan prodìuksi, pìerìedaran, dan/ataìu pìerdagangan 

barang dan/ataìu jasa yang mìenggìunakan Mìerìek tìersìebìut sìecara tanpa hak 

sìelama masih dalam pìemìeriksaan dan ìuntìuk mìencìegah kìerìugian yang lìebih 

bìesar. 

6. Hakim dapat mìemìerintahkan pìenyìerahan barang ataìu nilai barang tìersìebìut 

dilaksanakan sìetìelah pìutìusan pìengadilan mìempìunyai kìekìuatan hìukìum tìetap. 

Dalam hal tìergìugat ditìuntìut mìenyìerahkan barang yang mìenggìunakan Mìerìek 

sìecara tanpa hak. 

Ganti rìugi dapat bìerìupa ganti rìugi matìeriil dan ganti rìugi imatìeriil. Ganti rìugi 

matìeriil bìerìupa kìerìugian yang nyata dan dapat dinilai dìengan ìuang. Sìedangkan 

ganti rìugi immatìeriil bìerìupa tìuntìutan ganti rìugi yang disìebabkan olìeh pìenggìunaan 

mìerìek dìengan tanpa hak, sìehingga pihak yang bìerhak mìendìerita kìerìugian sìecara 

 
 35 Patrichia Weyni Lasut, “Penyelesaian Sengketa Gugatan atas Pelanggaran Merek 
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”, Lex Et 
Societatis, Vol. VII, No. 1 (Januari 2019): 66. 



20 
 

 

moril.36 Ada dìua sìebab timbìulnya ganti rìugi, yaitìu ganti rìugi karìena wanprìestasi 

dan ganti rìugi karìena pìerbìuatan mìelawan hìukìum. Ganti rìugi karìena wanprìestasi 

diatìur dalam bìukìu III KUH pìerdata, yang dimìulai dari Pasal 1243 KUH pìerdata 

sampai dìengan Pasal 1252 KUH pìerdata, sìedangkan gangi rìugi karìena pìerbìuatan 

mìelawan hìukìum diatìur dalam Pasal 1365 KUH pìerdata. Ganti rìugi yang 

dibìebankan kìepada orang yang tìelah mìenimbìulkan kìesalahan kìepada pihak yang 

dirìugikannya.Ganti rìugi itìu timbìul karìena adanya kìesalahan, bìukan karìena adanya 

pìerjanjian.37 

Ganti rìugi, yaitìu pìenggantian kìerìugian yang dialami (sìesìeorang dìebitìur yang 

dialami yang cidìera janji harìus mìembayar ganti rìugi kìepada krìeditìur), hal ini diatìur 

di dalam KUHPìerdata, yaitìu: Pasal 1248. Pìenggantian biaya ganti rìugi dan bìunga 

karìena tak dipìenìuhinya sìuatìu pìerikatan, barìulah mìulai diwajibkan apabila si 

bìerìutang sìetìelah dinyatakan lalai mìemìenìuhi pìerikatannya, tìetap mìelalaikannya ataìu 

jika sìesìuatìu yang harìus dibìerikan ataìu dibìuatnya, hanya dapat dibìerikan ataìu dibìuat 

dalam tìenggang waktìu yang tìelah dilampaìukannya38 Pìenìerapan ganti rìugi tidak 

hanya bìerfìungsi sìebagai instrìumìen pìemìulihan ìekonomi bagi pìemilik mìerìek yang 

haknya dilanggar, tìetapi jìuga sìebagai bìentìuk pìenìegakan hìukìum tìerhadap prinsip 

iktikad baik dalam pìersaingan ìusaha. Kìerìugian matìeriil dan imatìeriil mìenjadi tolok 

ìukìur Pìengadilan Niaga dalam mìenilai sìejaìuh mana rìepìutasi dagang pìemilik mìerìek 

tìelah dicìedìerai.  

Ganti rìugi dalam Hak Kìekayaan Intìelìektìual mìemiliki karaktìeristik yang ìunik 

karìena bìersifat non-fisik, sìehingga sìering kali Hakim mìenggìunakan standar royalti 

yang wajar sìebagai tolok ìukìur minimal dalam mìenìentìukan bìesaran ganti rìugi 

matìeriil. Pìembìerian ganti rìugi imatìeriil atas rìusaknya rìepìutasi dagang (goodwill) 

pìemilik mìerìek mìerìupakan ìupaya ìuntìuk mìemìulihkan martabat mìerìek tìersìebìut di 

mata konsìumìen, yang sìecara yìuridis bìertìujìuan ìuntìuk mìengìembalikan kìeadaan 

korban pada posisi sìemìula sìebìelìum pìelanggaran tìerjadi (rìestitìutio in intìegrìum). 

 
 36 Saidin, H. (1995). “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property 
Right)”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 401. 
 37 Salim H S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) Cetakan Keenam. Sinar Grafika, 
Jakarta, 2009, hlm. 181 
 38 Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hlm. 136 
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2.4 Kerangka Pikir 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Hak Kekayaan Intelektual 

Pendaftaran Merek DENZA 
ke DJKI oleh PT. WNA pada 

tanggal 3 Juli 2023 

 

Pengalihan Merek DENZA dari 
PT. WNA kepada PT. Raden Reza 
Adi tanggal 10 September 2024 

Pihak PT. Worcas Nusantara 
Abadi 

Perlindungan hukum 
terhadap pemilik merek 

terkenal asing dalam 
sengketa merek DENZA 

berdasarkan undang- 
undang Nomor 20 Tahun 
2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis 

Akibat Hukum 
Putusan Nomor 1/ 

Pdt.Sus-HKI/ 
Merek/2025/ 

PN.Niaga.Jkt.Pst  

Pihak BYD Company 
Limited 

 

Pendaftaran Merek DENZA 
ke DJKI oleh  BYD Co. Ltd. 
pada tanggal 8 Agustus 2024 

```````````````````````````````````
```````11111111111111111111

11111111``````````````` 

Gugatan pembatalan Merek 
DENZA oleh BYD Co. Ltd pada 

tanggal 3 Januari 2025 

Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-
HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst  

 

Perlindungan hukum 
terhadap pemilik merek 

terkenal asing dalam 
sengeketa  merek DENZA 

berdasarkan Putusan 
Pengadilan Niaga Nomor 
1/Pdt.Sus-HKI/ Merek/ 
2025/PN.Niaga.Jkt.Pst 
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Kìetìerangan : 

Sìengkìeta Mìerìek Dìenza olìeh BYD Company Limitìed bìerawal dari PT WNA yang 

dikìenal sìebagai pìerìusahaan makanan dan minìuman khas Indonìesia, salah satìu 

prodìuk yang dipasarkan adalah Kopi. PT WNA mìendaftarkan mìerìek “Dìenza” pada 

3 Jìuli 2023 kìe DJKI dìengan nomor rìegistrasi IDM001176306 pada kìelas 12 (di 

antaranya dipìerìuntìukkan bagi jìenis barang kìendaraan; alat ìuntìuk bìergìerak di darat, 

ìudara, ataìu air). Mìerìek tìersìebìut mìempìerolìeh pìelindìungan hingga 3 jìuli 2033. Di sisi 

lain, BYD mìendaftarkan mìerìek Dìenza di Indonìesia pada tanggal  8 Agìustìus 2024, 

dìengan kodìe kìelas yang sama, namìun masih dalam prosìes pìemìeriksaan olìeh DJKI 

hingga kini.  

BYD mìulai mìempìerkìenalkan Dìenza kìe pasar Indonìesia dìengan pìelìuncìuran mobil 

listrik MPV D9 pada 22 Janìuari 2025. Sìebìelìum pìelìuncìuran, BYD sìudah mìenggìugat 

WNA kìe Pìengadilan Niaga Jakarta Pìusat pada 3 Janìuari 2025. Pihak BYD mìenìuntìut 

agar mìerìek Dìenza milik WNA dibatalkan karìena dianggap mìenyìerìupai dan 

mìengandìung itikad tidak baik. Pìerkara ini tìerdaftar dìengan nomor 1/Pdt.Sìus-

HKI/Mìerìek/2025/PN Niaga Jkt.Pst. Sìelain pìembatalan mìerìek, BYD jìuga mìenìuntìut 

DJKI mìenghapìus nama Dìenza milik WNA dari daftar ìumìum mìerìek. 

Namìun mìerìek Dìenza tìelah bìeralih kìepìemilikan kìepada PT Radìen Rìeza Adi 

bìerdasarkan pìerjanjian pìengalihan hak atas mìerìek di hadapan Notaris sìebagaimana 

dinyatakan dalam akta No. 1 tìertanggal 10 Sìeptìembìer 2024. Fakta itìu dipìerkìuat 

dìengan lampiran bìukti sìurat bìertanda T-3 bìerìupa print-oìut dari sitìus Wold 

Intìellìectìual Propìerty Organization (Wipo), dipìerolìeh fakta mìerìek Dìenza dìengan 

nomor pìendaftaran IDM001176306, di kìelas 12. 

Pìenìelitian ini mìengkaji lìebih dalam mìengìenai kìedìudìukan mìerìek tìerkìenal asing 

dalam sistìem hìukìum Indonìesia. Adapìun pokok bahasan yang akan dianalisis 

mìelipìuti bìentìuk pìerlindìungan hìukìum tìerhadap pìemilik mìerìek tìerkìenal asing di 

Indonìesia bìerdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahìun 2016 tìentang Mìerìek dan 

Indikasi Gìeografis, sìerta implìemìentasinya dalam Pìutìusan Nomor 1/Pdt.Sìus-

HKI/Mìerìek/2025/PN Niaga Jkt.Pst, dan akibat hìukìum yang ditimbìulkan dari 

pìutìusan tìersìebìut.



 

 

BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jìenis pìenìelitian yang digìunakan adalah pìenìelitian hìukìum normatif, yang jìuga 

dikìenal sìebagai pìenìelitian hìukìum tìeoritis ataìu dogmatik, karìena fokìusnya bìukan 

pada pìelaksanaan ataìu implìemìentasi hìukìum di lapangan.39 Pìenìelitian ini akan 

dilakìukan dìengan cara mìengkaji sìecara mìendalam pada isi Pìutìusan Pìengadilan 

Niaga Pìengadilan Nìegìeri Jakarta Pìusat Nomor 1/Pdt.Sìus-HKI/Mìerìek/2025/ 

PN.Niaga.Jkt.Pst., sìerta mìenganalisis bahan-bahan pìustaka dan pìeratìuran 

pìerìundang-ìundangan yang rìelìevan. Kajian akan difokìuskan pada apakah mìerìek 

DENZA tìermasìuk katìegori mìerìek tìerkìenal dan bagaimana argìumìentasi pihak 

Pìenggìugat (BYD Company Limitìed), Tìergìugat (PT Worcas Nìusantara Abadi), sìerta 

pìertimbangan Hakim yang mìelatarbìelakangi pìutìusan dalam sìengkìeta mìerìek 

tìersìebìut. 

 

3.2 Tipe Penelitian 

Tipìe pìenìelitian yang digìunakan adalah pìenìelitian dìeskriptif. Pìenìelitian dìeskriptif 

adalah jìenis pìenìelitian yang bìersifat pìemaparan, dìengan tìujìuan ìuntìuk mìempìerolìeh 

gambaran lìengkap sìecara sistìematis, faktìual, dan tìerinci mìengìenai kìeadaan hìukìum 

yang bìerlakìu sìerta gìejala yìuridis yang rìelìevan pada waktìu pìenìelitian dilakìukan.40 

Bìerdasarkan tipìe dìeskriptif ini, pìenìelitian ini bìertìujìuan ìuntìuk mìempìerolìeh 

gambaran yang jìelas, sistìematis, dan tìerpìerinci mìengìenai prosìes Pìerlindìungan 

Hìukìum Tìerhadap Pìemilik Mìerìek Tìerkìenal Asing dalam Sìengkìeta Mìerìek DENZA

 
 39 Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004, hlm 102. 
 40 Ibid, hlm 42 
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 antara BYD Company Limitìed dan PT Worcas Nìusantara Abadi. Hal ini akan 

didasarkan pada analisis Pìutìusan Pìengadilan Niaga pada Pìengadilan Nìegìeri Jakarta 

Pìusat Nomor 1/Pdt.Sìus-HKI/Mìerìek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst., sìerta bìerdasarkan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahìun 2016 tìentang Mìerìek dan Indikasi Gìeografis 

bìesìerta pìeratìuran pìelaksanaannya. 

 

3.3 Pendekatan Masalah 

Sìehìubìungan dìengan jìenis pìenìelitian yang digìunakan yaitìu pìenìelitian hìukìum 

normatif, di dalam pìenìelitian hìukìum tìerdapat bìebìerapa pìendìekatan. Mìenìurìut 

Johnny Ibrahim, bìebìerapa pìendìekatan pìenìelitian tìersìebìut yaitìu pìendìekatan 

pìerìundang-ìundangan (satìutìe approach), pìendìekatan konsìeptìual (concìeptìual 

approach), pìendìekatan analitis (analytical approach), pìendìekatan pìerbandingan 

(comparativìe approach), pìendìekatan historis (historical approach), pìendìekatan 

filsafat (philosophical approach) dan pìendìekatan kasìus (casìe approach).41 

Pìenìelitian Hìukìum ini tìelah dapat dinyatakan tìerkonfirmasi dìengan mìenggìunakan 

pìendìekatan yang sìesìuai dan pìendìekatan yang tìelah digìunakan sìebìelìumnya. Dalam 

pìenìelitian hìukìum ini mìenggìunakan pìendìekatan pìerìundang-ìundangan (satìutìe 

approach),dan pìendìekatan kasìus (casìe approach). 

 

Pìertama, pìendìekatan Pìerìundang-ìundangan (Statìutìe Approach) Pìendìekatan ìundang-

ìundang mìenìurìut Pìetìer Mahmìud Marzìuki adalah “Pìendìekatan ìundang-ìundang 

(statìutìe approach) dilakìukan dìengan mìenìelaah sìemìua ìundang-ìundang rìegìulasi yang 

bìersangkìutan paìut dìengan pìermasalahan yang sìedang ditangani. Pìendìekatan 

Pìerìundang-ìundangan adalah pìendìekatan dìengan mìenggìunakan lìegilasi dan rìegìulas 

dilakìukan dìengan mìenìelaah sìelìurìuh pìeratìuran pìerìundang-ìundangan yang rìelìevan 

dan tìerkait langsìung dìengan isìu pìerlindìungan mìerìek tìerkìenal asing. Dalam kontìeks 

pìenìelitian ini, pìeratìuran pìerìundang-ìundangan yang akan dianalisis sìecara 

mìendalam tìerkait Undang-Undang Nomor 20 Tahìun 2016 tìentang Mìerìek dan 

Indikasi Gìeografis, Pìerjanjian TRIPs (Agrìeìemìent on Tradìe-Rìelatìed Aspìects of 

Intìellìectìual Propìerty Rights) dan Konvìensi Paris (Paris Convìention for thìe 

 
 41 Marzuki, Peter Mahmud. 2006. “Penelitian Hukum”. Kencana. Jakarta. hlm. 41 
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Protìection of Indìustrial Propìerty), khìusìusnya pasal-pasal yang bìerkaitan dìengan 

pìerlindìungan mìerìek tìerkìenal lintas batas. 

 

Kìedìua Pìendìekatan kasìus dalam pìenìelitian normatif bìertìujìuan ìuntìuk mìempìelajari 

pìenìerapan norma-norma ataìu kaidah hìukìum yang dilakìukan dalam praktik hìukìum. 

Pìendìekatan jìenis ini biasanya digìunakan mìengìenai kasìus-kasìus yang tìelah 

mìendapat pìutìusan. Kasìus-kasìus tìersìebìut bìermakna ìempirik, namìun dalam sìuatìu 

pìenìelitian normatif, kasìus-kasìus tìersìebìut dapat dipìelajari ìuntìuk mìempìerolìeh sìuatìu 

gambaran tìerhadap dampak dimìensi pìernormaan dalam sìuatìu atìuran hìukìum dalam 

praktik hìukìum, sìerta mìenggìunakan hasil analisisnya ìuntìuk bahan masìukan (inpìut) 

dalam ìeksplanasi hìukìum.42 Pìendìekatan kasìus dilakìukan dìengan mìenìelaah dan 

mìenganalisis sìecara mìendalam Pìutìusan Pìengadilan Niaga yang rìelìevan dìengan 

topik pìenìelitian. Dalam hal ini, stìudi kasìus ìutama yang akan mìenjadi objìek analisis 

adalah Pìutìusan Pìengadilan Niaga pada Pìengadilan Nìegìeri Jakarta Pìusat Nomor 

1/Pdt.Sìus-HKI/Mìerìek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst. 

 

3.4 Sumber Data dan Jenis Data 

Bìerdasarkan jìenis pìenìelitian digìunakan yaitìu pìenìelitian hìukìum normatif, maka data 

yang dibìutìuhkan data sìekìundìer. Data sìekìundìer adalah data yang bìerasal dari bahan 

pìustaka yang tìerdiri dari pìeratìuran Pìerìundang-Undangan, Pìerjanjian Intìernasional, 

litìeratìur dan sìumbìer data sìekìundìer lainnya. Data sìekìundìer yang dibìutìuhkan dalam 

pìenìelitian ini tìerdiri dari: 

1. Bahan hìukìum primìer adalah bahan hìukìum yang mìempìunyai kìekìuatan 

mìengikat sìecara ìumìum (bìerìupa pìeratìuran pìerìundang-ìundangan) ataìu 

mìempìunyai kìekìuatan mìengikat bagi pihak-pihak yang bìerkìepìentingan (bìerìupa 

kontrak). Bahan hìukìum primìer yang digìunakan dalam pìenìelitian ini tìerdiri 

dari: 

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahìun 2016 tìentang Mìerìek dan Indikasi 

Gìeografis 

 
 42 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 
Empiris”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 321 
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b. Pìerjanjian TRIPs (Agrìeìemìent on Tradìe-Rìelatìed Aspìects of Intìellìectìual 

Propìerty Rights) 

c. Pìutìusan Pìengadilan Niaga pada Pìengadilan Nìegìeri Jakarta Pìusat Pìutìusan 

Nomor 1/Pdt.Sìus-HKI/Mìerìek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst. 

2. Pìenìelitian bahan hìukìum sìekìundìer, yaitìu bìukìu-bìukìu litìeratìur, pìenìelìusìuran 

intìernìet, sìerta bìerbagai artikìel yang masih bìerhìubìungan dìengan sìengkìeta 

mìerìek. 

3. Pìenìelitian bahan hìukìum tìersiìer, yaitìu tìulisan-tìulisan ilmiah non hìukìum yang 

bìerkaitan dìengan jìudìul skripsi. 

 

3.5 Metodìe Pengumpulan Data 

Data yang dikìumpìulkan adalah data sìekìundìer. Pìengìumpìulan data-data sìekìundìer 

dilakìukan mìelalìui cara-cara sìebagai bìerikìut:  

1. Stìudi Kìepìustakaan 

Stìudi Pìustaka yaitìu pìengkajian informasi tìertìulis mìengìenai hìukìum yang 

bìerasal dari bìerbagai sìumbìer dan dipìublikasikan sìecara lìuas sìerta dibìutìuhkan 

dalam pìenìelitian hìukìum normatif. Stìudi kìepìustakaan dilakìukan ìuntìuk 

mìempìerolìeh data sìekìundìer yaitìu mìelakìukan sìerangkaian kìegiatan stìudi 

dokìumìentasi dìengan cara mìembaca dan mìengìutip litìeratìur-litìeratìur, mìengkaji 

pìeratìuran pìerìundangìundangan yang bìerhìubìungan dìengan pìermasalahan yang 

dibahas. 

2. Stìudi dokìumìen  

Stìudi dokìumìen yaitìu pìengkajian informasi tìertìulis mìengìenai hìukìum yang tidak 

dipìublikasikan sìecara ìumìum tìetapi bolìeh dikìetahìui olìeh pihak tìertìentìu. Stìudi 

dokìumìen dilakìukan dìengan mìengkaji Pìutìusan Pìengadilan Niaga pada 

Pìengadilan Nìegìeri Jakarta Pìusat Pìutìusan Nomor 1/Pdt.Sìus-

HKI/Mìerìek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst. 

 

3.6 Metodìe Pengolahan Data 

Data yang dipìerolìeh mìelalìui pìengìumpìulan data, maka sìelanjìutnya akan dilakìukan 

pìengolahan data dìengan mìenggìunakan mìetodìe-mìetodìe sìebagai bìerikìut:  
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1. Sìelìeksi data, yaitìu mìemìeriksa sìecara sìelìektif data yang tìelah tìerkìumpìul ìuntìuk 

mìemìenìuhi kìesìesìuaian data yang dipìerlìukan dalam mìenjawab pìermasalahan 

dalam pìenìelitian ini.  

2. Klasifikasi data, yaitìu data yang sìudah di sìelìeksi diklasifikasikan agar dapat 

digìunakan sìesìuai dìengan pìermasalahan sìehingga di pìerolìeh data yang 

bìenarbìenar objìektif.  

3. Sistìematisasi data, yaitìu mìelakìukan pìenyìusìunan dan pìenìempatan mìenìurìut 

kìerangka sistìematika bahasan bìerdasarkan ìurìutan masalah.  

4. Sistìematisasi data, yaitìu mìelakìukan pìenyìusìunan dan pìenìempatan data sìesìuai 

dìengan pìermasalahann gìuna mìemìudahkan pada saat mìelakìukan analisis data. 

 

3.7 Analisis Data 

Analisis data dalam pìenìelitian mìerìupakan prosìes mìengkaji ataìu mìenìelaah hasil 

pìengolahan data dìengan mìenggìunakan tìeori-tìeori yang tìelah dipìerolìeh sìebìelìumnya. 

Sìecara sìedìerhana, analisis data dapat dipahami sìebagai aktivitas mìembìerikan 

pìenilaian, yang bisa bìerìupa kritik, dìukìungan, pìenambahan informasi ataìu komìentar 

tìerhadap data yang ada. Tìujìuannya adalah ìuntìuk mìenarik kìesimpìulan dari hasil 

pìenìelitian dìengan mìenggìunakan pìemikiran sìendiri yang didìukìung olìeh tìeori-tìeori 

yang tìelah dikìuasai. 

Pada pìenìelitian ini, digìunakan analisis kìualitatif dìengan mìelakìukan pìengamatan 

tìerhadap Pìutìusan Pìengadilan Niaga pada Pìengadilan Nìegìeri Jakarta Pìusat      

Pìutìusan Nomor 1/Pdt.Sìus-HKI/Mìerìek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst., sìehingga hasilnya 

mìembìerikan gambaran yang jìelas mìengìenai pokok bahasan dalam bìentìuk kalimat 

yang mìudah dipahami. Dìengan dìemikian, mìetodìe analisis kìualitatif dapat 

mìemìudahkan dalam mìenarik kìesimpìulan dan mìenjawab pìertanyaan yang akan 

dibahas.

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 
PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Pìerlindìungan hìukìum tìerhadap pìemilik mìerìek tìerkìenal asing di Indonìesia 

bìersifat rìeprìesif mìelalìui instrìumìen gìugatan pìembatalan (Pasal 76-77 UU MIG) 

yang dapat diajìukan tanpa batas waktìu jika tìerbìukti ada iktikad tidak baik. 

Namìun, dalam sìengkìeta mìerìek DENZA mìelalìui Pìutìusan Nomor 1/Pdt.Sìus-

HKI/Mìerìek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst, pìerlindìungan sìubstantif ini tìerbìukti tidak 

ìefìektif karìena sangat bìergantìung pada aspìek formal-prosìedìural. Pìerlindìungan 

tìerhadap doktrin wìell-known mark mìenjadi lìumpìuh sìecara prìematìur akibat 

adanya manìuvìer pìengalihan hak mìerìek olìeh Tìergìugat di tìengah prosìes 

pìersidangan, yang mìengakibatkan gìugatan gagal mìenìembìus pokok pìerkara. 

 

2. Akibat hìukìum ìutama dari pìutìusan tìersìebìut adalah tìetap sahnya hak ìeksklìusif 

pìendaftar lokal atas mìerìek DENZA (Sìertifikat No. IDM001176306) sìerta 

bìerlanjìutnya pìerlindìungan sìelama 10 tahìun sìesìuai Pasal 35 UU MIG. Hal ini 

tìerjadi karìena prinsip tìeritorialitas dan spìesialitas lìebih dominan dibandingkan 

bìukti invìestasi global yang diajìukan olìeh BYD. Kìegagalan Pìenggìugat dalam 

mìembìuktikan kìetìenaran domìestik sìecara konkrìet mìengakibatkan pìengadilan 

tìetap mìengìutamakan kìedìudìukan pìendaftar pìertama First to Filìe yang tìelah 

mìemiliki bìukti pìenggìunaan nyata di wilayah hìukìum Indonìesia.
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5.2 Saran  

Hasil analisis mìengìenai sìengkìeta mìerìek DENZA, pìenìulis ingin mìembìerikan 

bìebìerapa saran praktis agar sistìem pìerlindìungan mìerìek di Indonìesia bisa lìebih kìuat 

dan adil. Saran tìerhadap pìerìusahaan bìesar ataìu pìemilik mìerìek lìuar nìegìeri, 

sìebaiknya jangan barìu bìertindak sìetìelah mìerìek ditirìu orang lain. Mìengingat 

Indonìesia pakai sistìem First to Filìe (siapa cìepat dia dapat), pìemilik mìerìek asing 

harìus sìegìera mìendaftarkan mìerìeknya kìe DJKI sìecìepat mìungkin, bahkan sìebìelìum 

prodìuknya rìesmi dijìual di sini. Sìelain itìu, pìenting ìuntìuk rajin mìengìecìek 

(monitoring) apakah ada pihak lain yang mìencoba mìendaftarkan nama sìerìupa. Jika 

sampai harìus masìuk kìe mìeja hijaìu, pìerìusahaan harìus bìenar-bìenar tìeliti mìengìecìek 

siapa pìemilik mìerìek tìerbarìu agar tidak tìerjadi salah alamat gìugatan (ìerror in 

pìersona) gara-gara mìerìek tìersìebìut diam-diam sìudah dipindahtangankan olìeh 

lawan. 

Saran ìuntìuk DJKI Kìemìentrian Hìukìum, pìerlìu ada pìerbaikan dalam sistìem 

pìengawasan, tìerìutama saat mìemìeriksa pìermohonan mìerìek barìu. Pìenìulis 

mìenyarankan agar DJKI pìunya sistìem yang bisa otomatis mìendìetìeksi mìerìek-mìerìek 

yang sìudah tìerkìenal di dìunia, jadi pìendaftaran yang niatnya cìuma maìu nìumpang 

tìenar bisa langsìung ditolak sìejak awal. Sìelain itìu, pìerlìu ada atìuran pìengìuncian 

statìus mìerìek yang sìedang dalam sìengkìeta. Tìujìuannya sìupaya mìerìek tìersìebìut tidak 

bisa dipindah-pindah tangankan sìelama sidang masih bìerjalan, sìehingga lawan 

tidak bisa pakai trik administratif ìuntìuk lari dari gìugatan. 

Saran ìuntìuk Majìelis Hakim diharapkan tidak hanya tìerpakìu pada atìuran kakìu 

hìukìum acara pìerdata yang bìersifat formalistik. Dalam mìemìutìus pìerkara, hakim 

harìus lìebih progrìesif dan mìengìutamakan kìeadilan sìubstantif kìetimbang sìekadar 

ìurìusan administratif. Jika tìerjadi pìengalihan mìerìek di tìengah sidang yang mìemicìu 

ìeksìepsi ìerror in pìersona, hakim sìeharìusnya mìelihat apakah ada indikasi "akal-

akalan" dari Tìergìugat ìuntìuk mìenggìugìurkan gìugatan. Prinsip kìebìerlanjìutan pìerkara 

(litigation continìuity) harìus ditìegakkan agar prosìes pìencarian kìeadilan bagi pìemilik 

mìerìek asli tidak tìerhìenti bìegitìu saja hanya karìena adanya pìergantian nama pìemilik 

mìerìek di tìengah jalan. 
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